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LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR 
 
 
 
  
 
 

 

TAHUN   2009   NOMOR  1   SERI  E 

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR 

NOMOR  5 TAHUN  2009 

TENTANG 

PERIZINAN DAN PENDAFTARAN DI BIDANG PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN 

 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA BOGOR, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk mendorong terciptanya iklim usaha di 
bidang perindustrian dan perdagangan telah dilakukan 
pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengendalian 
dan pengembangan untuk memperkokoh struktur 
perindustrian dan perdagangan di daerah, dengan 
menetapkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 
Tahun 2004 tentang Perizinan di Bidang Perindustrian 
dan Perdagangan; 

b. bahwa dalam rangka memperbaiki iklim investasi untuk 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan 
perkembangan peraturan perundang-undangan di 
bidang perizinan, perindustrian, dan perdagangan 
dipandang perlu mengganti  Peraturan Daerah Kota 
Bogor Nomor 10 Tahun 2004 tentang Perizinan di 
Bidang Perindustrian dan Perdagangan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Perizinan dan Pendaftaran  
di Bidang Perindustrian dan Perdagangan; 
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Mengingat : 1. Bedrijfsreglementterings Ordonnantie (BRO)          
Tahun 1934 (Staatsblaad 1938 Nomor 86); 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 
Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-
Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik 
Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota 
Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Prp Tahun 1960 tentang 
Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1962 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2759); 

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib 
Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3214); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang 
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3274); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar 
Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3346); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); 
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8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 
Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3817); 

9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839); 

11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
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14. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4756); 

15. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 
Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang 
Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang 
Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4742); 

18. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007         
tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, 
Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern; 

19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-
DAG/Per/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan 
Gudang; 

20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-
DAG/Per/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha 
Perdagangan; 

21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-
DAG/Per/9/2007 tentang Penyelenggaraan 
Pendaftaran Perusahaan; 

22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/-DAG 
/Per/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba; 

23. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-
IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara 
Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan,        
dan Tanda Daftar Industri; 
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24. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-
DAG/Per/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan 
Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, 
dan Toko Modern; 

25. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2001 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran 
Daerah Kota Bogor Tahun 2001 Nomor 1 Seri C); 

26. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2007 
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Daerah Kota Bogor Tahun 2007  Nomor 6 Seri E); 

27. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran 
Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E); 

28. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2008 
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 3 Seri D); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR 

dan 

WALIKOTA BOGOR 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN DAN 
PENDAFTARAN DI BIDANG PERINDUSTRIAN DAN 
PERDAGANGAN. 

 

 
BAB  I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal  1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
 
1. Daerah adalah Kota Bogor. 
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